GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856); |
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



Menetapkan :

10

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.07/2022
tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak
Inflasi Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan
Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan
Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomr 0122);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 009);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5
Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor
005);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan

daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

16

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN
kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada
Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang
wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang

undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.



16. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah
pada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Layanan
Umum Daerah Milik pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan

hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2
APBD meliputi:
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan daerah.
Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
untuk tahun anggaran 2023 direncanakan semula sebesar
Rp.5.340.255.924.189,- (lima triliun tiga ratus empat puluh miliar dua ratus
lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus delapan
puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.424.070.238.319,- (empat ratus
dua puluh empat miliar tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu
tiga ratus sembilan belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi
Rp.4.916.185.685.870,- (empat triliun sembilan ratus enam belas miliar
seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan
ratus tujuh puluh rupiah) yang bersumber dari :

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan semula sebesar Rp.2.139.341.049.189,- (dua triliun seratus
tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat puluh
sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang
Rp.426.448.878.319,- (empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus
empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga
ratus sembilan belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi
Rp.1.712.892.170.870,- (satu triliun tujuh ratus dua belas miliar delapan
ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus
tujuh puluh rupiah) yang meliputi:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



(2)

(3)

(4)

(9)

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
semula sebesar Rp.1.518.653.155.914,- (satu triliun lima ratus delapan
belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu
sembilan ratus empat belas rupiah) berkurang Rp.207.044.022.764,- (dua
ratus tujuh miliar empat puluh empat juta dua puluh dua ribu tujuh
ratus enam puluh empat rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan
menjadi Rp.1.311.609.133.150,- (satu triliun tiga ratus sebelas miliar
enam ratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh
rupiah).

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan semula sebesar Rp.184.344.450.000,- (seratus delapan
puluh empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus lima
puluh ribu rupiah) berkurang Rp.118.910.746.095,- (seratus delapan
belas miliar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh enam
ribu sembilan puluh lima rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan
menjadi Rp.65.433.703.905,- (enam puluh lima miliar empat ratus tiga
puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus lima rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar
Rp.86.982.172.050,- (delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan
puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah)
berkurang Rp.26.336.881.197,- (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga
puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan
puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi
Rp.60.645.290.853,- (enam puluh miliar enam ratus empat puluh lima
juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.349.361.271.225,- (tiga
ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua
ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) berkurang
sebesar Rp.74.157.228.263,- (tujuh puluh empat miliar seratus lima
puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
puluh tiga rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi
Rp.275.204.042.962,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus empat

juta empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).



Pasal 5
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan semula sebesar Rp.3.199.163.279.000,- (tiga triliun seratus
sembilan puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh
puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.2.378.640.000,-(dua miliar
tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.201.541.919.000,- (tiga
triliun dua ratis satu miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus
sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 6
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢ direncanakan semula sebesar Rp.1.751.596.000,- (satu miliar tujuh
ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tidak

mengalami perubahan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b untuk
Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp.5.111.494.298.993,-
(lima triliun seratus sebelas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua
ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah)
berkurang sebesar Rp.208.701.784.874,- (dua ratus delapan miliar tujuh ratus
satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh
empat rupiah) sehingga  jumlah setelah perubahan menjadi
Rp.4.902.792.514.119,- (empat triliun sembilan ratus dua miliar tujuh ratus
sembilan puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan belas
rupiah) yang meliputi:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Pasal 8

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan semula sebesar Rp.3.493.000.592.509,- (tiga triliun empat ratus
sembilan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus
sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.95.763.147.326,- (sembilan puluh
lima miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu
tiga ratus dua puluh enam rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan
menjadi Rp.3.588.763.739.835,- (tiga triliun lima ratus delapan puluh delapan
miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu

delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang meliputi:



belanja pegawai direncanakan semula sebesar Rp.1.790.039.589.595,-
(satu triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar tiga puluh sembilan juta
lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima
rupiah) berkurang sebesar Rp.138.649.473.089,- (seratus tiga puluh
delapan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh
puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah setelah
perubahan menjadi Rp.1.651.390.116.506,- (satu triliun enam ratus lima
puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta seratus enam belas ribu

lima ratus enam rupiah);

belanja barang dan  jasa direncanakan semula sebesar
Rp.1.497.420.910.986,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh
miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan
ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar
Rp.60.067.509.320,- (enam puluh miliar enam puluh tujuh juta lima ratus
sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga jumlah setelah
perubahan menjadi Rp.1.557.488.420.306,- (satu triliun lima ratus lima
puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus

dua puluh ribu tiga ratus enam rupiah);
belanja bunga direncanakan semula sebesar Rp.70.214.974.393,- (tujuh

puluh miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat
ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar
Rp.6.840.763.005,- (enam miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh
ratus enam puluh tiga ribu lima rupiah) sehingga jumlah setelah
perubahan menjadi Rp.63.374.211.388,- (enam puluh tiga miliar tiga ratus
tujuh puluh empat juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh
delapan rupiah);

belanja hibah direncanakan semula sebesar Rp.91.058.017.535,-
(sembilan puluh satu miliar lima puluh delapan juta tujuh belas ribu lima
ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.177.970.374.100,-
(seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga
ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) sehingga jumlah setelah
perubahan menjadi Rp.269.028.391.635,- (dua ratus enam puluh
sembilan miliar dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu
ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah); dan

belanja bantuan sosial direncanakan semula sebesar Rp.44.267.100.000,-
(empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu
rupiah) bertambah sebesar Rp.3.215.500.000,- (tiga miliar dua ratus lima
belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan
menjadi Rp.47.482.600.000,- (empat puluh tujuh miliar empat ratus

delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).






